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Price List :
1.      Himpunan Peraturan Perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

         Collections of Safety Regulations (858 pages) Rp.400.000
         53 PP and UU (equiped with examples, forms and safety schemas)
2.      PUIL 2000 (Electrics Safety : 2 books) Rp. 400.000
         - SNI 04-0225-2000  (552 pages)
         - Amandemen SNI-04-0225-2000/Amd1-2006  (114 pages)
3.      1 cd Amandemen SNI-04-0225-2000/Amd1-2006 PUIL2000 Rp.150.000
4.      Encyclopedia of Occupational Health and Safety, Edited by Jeanne Mager Stellman, 

 Published by ILO Genewa (4 Books) Rp. 1.000.000

5.      Himpunan Peraturan Ketenagakerjaan th 2008 Rp, 300.000

6.      1 cd 01# Safety Video (51 files) Rp. 100.000
7.      1 cd 02# Safety Video (42 files)  Rp. 100.000
8.      1 cd Materials and Safety Regulations Rp. 100.000
9,      1 cd Labour’s Regulations (157 item) Rp. 100.000
10     1 cd  (11 EBooks) : Rp.100.000


Theese price include delivery fee.
Himpunan Peraturan Perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Collection of Safety Regulations) Published by Direktorat Pengawasan Norma Kerja, 
cetakan th 2010
Payment :
Komarinda BCA KCP Cileungsi  No rek 4060467205

komarinda Bank BII Cab. Cibinong Rek 1-086-426885
komarinda, S.Sos Bank Bukopin Cab Cibubur Rek 0122001895

Content of Collection of Safety Regulation :
1. UU RI No.21 2003 Tentang Pengesahan ILO (Pengawasan KEtenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan)

2. UU RI No.13 Th. 2003 Ttg Ketenagakerjaan

3. UU No.1 Th. 1970 Ttg Keselamatan Kerja

4. UU Uap Th. 1930 

5. Peraturan Uap th. 1930

6. PEraturan Pemerintah NO.19 /1973 Ttg Pengaturan dan Pengawasan KEselamatan Kerja bidang Pertambangan

7. Peraturan Pemerintah No.11/1979 ttg Keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi.

8. Permen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Per-01/MEN/1978 Ttg Keselamatan dan kesehatan kerja dalam pengangkutan dan penebangan Kayu.

9. Permen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Per-03/MEN/1978 Ttg Persyaratan penunjukkan dan wewenang, serta kewajiban pegawai pengawas keselamatan kerja dan ahli keselamatn kerja.

10. Permen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Per-01/MEN/1980 Ttg Keselamatn dan kesehatan kerja pada kontruksi Bangunan.
11. Permen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Per-04/MEN/1980 Ttg Syarat syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan.

12. Permen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Per-01/MEN/1982 Ttg Bejana Tekanan.

13. Permen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Per-02/MEN/1982 Ttg Kualifikasi juru las

14. Permen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Per-02/MEN/1983 Ttg Instalasi alarm kebakaran Automatik.

15. Permen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Per-02/MEN/1985 Ttg Pesawat tenaga dan produksi.

16. Permen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Per-05/MEN/1985 Ttg Pesawat Angkat dan Angkut

17. Kepmen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Kep-1135/MEN/1987 Ttg Bendera Keselamatn Kerja

18. Kepmen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Kep-245/MEN/1990 Ttg Hari Keselamatan Kerja

19. Permen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Per-04/MEN/1987 Ttg Panitia Pembina Keselamatan dan kesehatan kerja serta tatacara penunjukkan ahli K3

20. Permen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Per-01/MEN/1989 Ttg kwalifikasi dan syarat-syarat operator pesawat uap.

21. Permen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Per-01/MEN/1989 Ttg kwalifikasi dan syarat-syarat operator keran Angkat.

22. Permen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.PEr-02/MEN/1989 Ttg Pengawasan instalasi penyalur petir
23. Permen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Per-02/MEN/1992 Ttg Tata cara penunjuukan, kewajiban dan wewenang Ahli K3

24. Permen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Per-04/MEN/1995 Ttg Perusahaan Jasa K3.

25. Permen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Per-01/MEN/1989 Ttg Sistem Manajemen Keselamatn Kerja (SMK3)

26. Instruksi Menteri Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Ins-01/M/B/1997 Ttg Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran

27. Permen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Per-03/MEN/1998 Ttg Tatacara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan.
28. Permen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Per-03/MEN/1999 Ttg Syarat2 K3 Lift untuk pengangkutan orang dan barang.
29. Kep Dirjen Pembinaan Hub Industrial dan Pengawasan KEtenagakerjaan No.Kep-407/BW/1999 tentang Persyaratan, penunjukkan, Hak dan KEwajiban Teknisi Lift.
30. Kepmen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Kep-186/MEN/1999 Ttg Penanggulangan kebakaran ditempat kerja
31. Kepmen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Kep-75/MEN/2002 Ttg Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) No.SNI-04-0225-2000 Mengenai Persayaratan umum listrik 2000 (PUIL 200) ditempat Kerja.
32. Kep Dirjen Pembinaan Hub Industrial dan Pengawasan KEtenagakerjaan No.Kep-311/BW/2002 tentang Sertifikasi kompetensi keselamatn tehnisi listrik
33. Peraturan Pemerintah. No.Per-07 Tahun 1970 Ttg Pengawasan atas peredaran, penyimpanan  dan penggunaan pestesida
34. Kep Pres RI no.22 th 1993 Ttg Penyakit yang timbul karena hubungan kerja

35. Per Men Perburuhan No.7 th 1964 ttg Syarat Kesehatan, kebersihan serta penerangan di tempat kerja.

36. Permen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Per-01/MEN/1976 Ttg Wajib latihan Hyperkes bagi Dokter Perusahaan.

37. Permen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Per-01/MEN/1979 Ttg Kewajiban Hygiene Perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja bagi para medis perusahaan

38. Permen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Per-02/MEN/1980 Ttg Pemeriksaan Kesehatan tenaga kerja dalam Penyelenggaran Keselamatan Kerja.

39. Permen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Per-01/MEN/1981 Ttg Kewajiban melapor penyakit akibat kerja

40. Permen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Per-03/MEN/1982 Ttg Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja.

41. Permen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Per-03/MEN/1985 Ttg K3 Pemakain Asbes.

42. Permen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Per-01/MEN/1998 Ttg Penyelenggaran Pemeliharaan Kesehatan bagi tenaga kerja dengan manfaat lebih baik dari paket Jaminan pemeliharaan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
43. Permen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Per-04/MEN/1998 Ttg Pengangkatan, pemberhentian dan tata kerja Dokter Penasehat.

44. Kepmen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Kep-333/MEN/1989 Ttg diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja.

45. Kepmen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Kep-147/MEN/1989 Ttg Manfaat Pelayanan Kesehatan bagi Program JPK Jaminan Sosial tenaga kerja.

46. Kepmen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Kep-51/MEN/1999 Ttg Nilai Ambang Batas Bahan kimia Berbahaya.

47. Kepmen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Kep-187/MEN/1999 Ttg Pengendalian Bahan kimia berbahaya

48. UU RI No.03 Tahun 1969 Tentang Persetujuan Konvensi Organisasi buruh internasioanl Nomor 120 Mengenai Hygiene dalam perniagaan dan kantor kantor (lembar Negara No.14 th 1969)

49. Kepmen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Kep-79/MEN/2003 Ttg PEdoman Diagnosis dan penilaian cacat karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
50. Kepmen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Kep-68/MEN/IV/2004 Ttg Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja.

51. Permen Tenaga kerja & Transmigrasi RI. No.Per-11/MEN/2005 Ttg Pencegahan penyalagunaan NARKOBA ditempat kerja.

52. Kep Direktur Jendral Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan No.Kep-37/DJPPK/XI/2004 Ttg Kelengkapan dan Identitas Ahli K3

53. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi RI No.SE-02/MEN/DJPPK/II/2006 ttg Peningkatan Pengawasan Instalasi Pipa Bertenaga.

Examples, Forms and Schemas :
1. Formulir Laporan Kecelakaan Kerja

2. Formulir Laporan Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan Kerja

3. Formulir Laporan dan Pemeriksaan Penyakit Akibat Kerja

4. Formulir kerugian hari kerja karena cacat

5. Analisa Laporan Kecelakaan 

(Kec Kerja, Penyakit akibat kerja, peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan limbah serta kejadian berbahaya lainnya)

6. Formulir Laporan Audit SMK3

7. Formulir Ketentuan nilai hasil audit

8. Penjelasan Bendera K3 dan SMK3

9. Tatacara pemasangan bendera

10. Formulir Permohonan  pengesahan/sertifikasi instalasi Proteksi Kebakaran
11. Formulir Laporan Pemeriksaan pengujian sarana proteksi kebakaran

12. Formulir sertifikasi tehnik instalasi alarm kebakaran otomatik

13. Formulir pemasangan instalasi alarm dll

14. Laporan pemeriksaan dan pengkajian peristiwa kebakaran/peledakan/bahaya pembuangan limbah

15. Formulir hasil pemeriksaan dan pengujian instalasi alarm

16. Spesifikasi system instalasi pemadam otomatik

17. Spesifikasi pemasangan instalasi hidran dan spigkler

18. Formulir klasifikasi, kualifikasi, kompetensi dan persyaratan pendidikan serta pengalaman kerja tehnik dll

19. Daftar jenis tempat kerja berdasarkan klasifikasi potensi bahaya kebakaran

20. Formulir permohonan dokter untuk menjadi dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja

21. Formulir laporan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja

22. Formulir permohonan pemeriksaan khusus dll

23. Lembar data keselamatan bahan

24. Daftar nama dan sifat kimia serta kuantitas bahan kimia berbahaya

25. Tabel botol2 dan bejana transfortasi berisi gas asam maupun gas
26. Table jumlah operator uap/kran

27. Table struktur bagunan dll

28. Table daftar pengelompokkan pekerjaan las
29. (las busur listrik/las karbid/ las TIG/las busur listrik submerged)    Dan lain lain…..

MATERIALS AND SAFETY REGULATIONS (135 ITEMS) RP.100.000,-   

CONTENTS :
1. 5 R

2. 5 S

3. A GUIDE TO MEASURING
4. AKTE PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KONTRUKSI BAGUNAN
5. ANALISA KECELAKAAN
6. BEKERJA DIJALUR OPERASI GRADER
7. BOILER EXPLOSION

8. CARA PEMAKAIAN PERKAKAS TANGAN
9. Daftar_P3K

10. DASAR2 K3
11. DASAR HUKUM APD

12. DASAR HUKUM SMK3
13. K3 KONTRUKSI

14. EFEK RADIOAKTIF
15. EFEKTIFITAS P2K3 DALAM SMK3
16. ELECTRICAL SAFETY
17. ElLEMEN DAN MEKANISME AUDIT SMK3
18. ERGONOMICS
19. IMPLEMENTASI DAN PENEGAKAN KEBIJAKAN
20. JENIS KETEL-PESAWAT UAP
21. K3 MEKANIK
22. K3 PERANCAH
23. KARAKTERISTIK ROKOK DAN BAHAYANYA

24. KEBIJAKAN ASBES BRR NAD
25. KEPMEN ESDM-NO[1].1457-TH.2000 UKL-UPL
26. KESELAMATAN MIGAS
27. KETINGGIAN
28. KONTRUKSI-TK LEPAS DAN SEMETARA
29. LANDASAN  ERP-TANGGAP DARURAT
30. CONTOH LAPORAN AHLI K3

31. LAPORAN KECELAKAAN

32. LINGKUP KESELAMATAN NUKLIR

33. MODUL SMK3 

34. NILAI AMBANG BATAS KIMIA

35. NO SMOKING 

36. NORMA K3 ERGONOMI

37. ACCOPATIONAL PSHYHOLOGY

38. LINGKUNGAN KERJA

39. P3K

40. PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOBA 

41. PENYAKIT AKIBAT KERJA

42. PEMANTAUAN LINGKUNGAN KERJA

43. PEMBERDAYAAN PJK3 & AHLI K3

44. PEMERIKSAAN APD

45. PEMERIKSAAN KESEHATAN 
46. PANANGANAN TABUNG BERTEKANAN

47. PENERAPAN, ELEMEN MEKANISME SMK3

48. PENGAWASAN BEJANA TEKAN

49. PENGAWASAN KESEHATAN KERJA

50. PENGAWASAN LIMBAH

51. PENGAWASAN UAP, BEJANA TEKAN

52. PENGAWASAN K3 KONTRUKSI

53. PENGELASAN LISTRIK MANUAL

54. PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA

55. PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

56. PENGOPERASIAN PESAWAT ANGKAT

57. PENGUKURAN DRAJAT KEASAMAN TANAH

58. PENGUKURAN KADAR SIANIDA AIR LIMBAH

59. PENGUKURAN KUALITAS UDARA

60. PENYUMBUAN DENATOR KEGIATAN PERTAMBANGAN

61. PERMEN 02 KESEHATAN

62. PEMAKAIAN ASBES

63. PENGELOLAAN PESTISIDA

64. KESEHATAN, KEBERSIHAN DAN PENERANGAN

65. RAMBU2 JALAN

66. REGULASI MIGAS

67. PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA

68. MANAGEMENT RESIKO

69. RK COMPREHENSIVE

70. SMK3 & INVESTASI

71. SMK3 LISTRIK

72. SOLUSI MENGATASI KEBOCORAN KIMIA

73. STUDY KASUS KEC. BOILER

74. TATA CARA AUDIT

75. TOKSIKOLOGI INDUSTRI

76. HYGIENE PERUSAHAAN

77. UU 1 70

78. WAJIB LAPOR PEKERJAAN

PERATURAN PERUNDANGAN K3

79. KEP 205 BAPEDAL 07 1996 
80. KEP BAPETEN NO 08  1999 
81. KEP  NO 110 MPP Kep 1998
82. KEPMEN NO 187 Men 1999
83.  KEPMEN LH NO 48 1996 
84. KEPMEN LH NO.49 TH 1996

85. KEPMEN NO 17 2001 
86. KEPMEN LH NO 86 2002
87. KEPMEN PU NO 002 1985 
88. KEPMENAKER  NO 51 1999
89. KEPMENKES NO 907 2002

90. KEPMEN LH NO 45 2005

91. KEPMEN LH NO 02 1988 ENG

92. KEPMEN LH NO 02 1988 IND

93. KEPMEN LH 42 1994 ENG

94. KEPMEN LH 42 1994 IND

95. KEPMEN LH NO 45 1997 ENG

96. KEPMEN LH NO 45 1997 IND

97. KEPMEN MPE NO 1211 1995 ENG
98. KEPMEN MPE NO 1211 1995 IND

99. KEPMENKES NO 432 2007

100. KEPMENKES NO 715 2003

101. PERMEN MIGAS NO 06 1991
102. PERMEN NO 02 1980

103. PERMEN NO 05 1996

104. PERMEN NO 11 2006

105. PERMEN NO 04 1987

106. PERMENAKER NO 05 1985

107. PERMENAKER NO 02 1980

108. PERMEN NO 41 1999 ENG

109. PERMEN NO 11 1979

110. PERMEN NO 51 1993

111. PP NO 02 1989

112. PP NO 02 1989 PENJELASAN

113. PP NO 10 1989

114. PP NO 10 1989 PENJELASAN

115. PP NO 11 1975

116. PP NO 11 1975 PENJELASAN

117. PP NO 11 1979

118. PP NO 11 1979 PENJELASAN

119. PP NO 19 1973 

120. PP NO 19 1973 PENJELASAN

121. PP NO 25 1995

122. PP NO 25 1995 PENJELASAN

123. PP NO 26 2006

124. PP NO 26 2006 PENJELASAN

125. PP NO 33 2007

126. PP NO 43 2007 PENJELASAN

127. PP NO 63 2000

128. PP NO 63 2000 PENJELASAN

129. UU NO 01 1970

130. UU NO 23 1992

131. UU NO 03 1992

132. UU NO 01 1970 ENG

133. UU NO 29 2004 

134. UU NO 20 2002

135. UU NO 20 2002 PENJELASA

 
 #01 SAFETY VIDEO  (60 ITEMS) RP.100.000,-

CONTENT :
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02# SAFETY VIDEO (43 ITEMS) RP.100.000,-

CONTENT :


LABOUR’S REGULATION (  157 ITEMS) RP.100.000,-

CONTENT
	A. KEPUTUSAN MENTERI PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.13/2003:


	1
	KEPMEANKERTRANS 229 2003 TATA CARA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

	2
	KEPMENAKERTRANS 48 2004 PENGESAHAN PKB

	
	-PERMENAKERTRANS 8 2006 PERUBAHAN KEPMENAKERTRANS 48 2004

	3
	KEPMENAKERTRANS 49 2004 STRUKTUR & SKALA UPAH

	
	LAMPIRAN KEPMENAKERTRANS 49 2004 STRUKTUR & SKALA UPAH

	4
	KEPMENAKERTRANS 51 2004 ISTIRAHAT PANJANG

	5
	KEPMENAKERTRANS 100 2004 PKWT

	6
	KEPMENAKERTRANS 101 2004 TATA CARA PERIZINAN PERUSAHAAN PENYEDIAN JASA KERJA-BURUH

	7
	KEPMENAKERTRANS 102 2004 WAKTU & UPAH KERJA LEMBUR

	8
	KEPMENAKERTRANS 115 2004 PERLINDUNGAN ANAK YANG BEKERJA UNTUK MENGEMBANGKAN BAKAT DAN MINAT

	9
	KEPMENAKERTRANS 220 2004 PENYERAHAN PEKERJAAN PADA PERUSAHAAN LAIN

	10
	KEPMENAKERTRANS 223 2003 JABATAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR KOMPENSASI

	11
	KEPMENAKERTRANS 224 2003 KEWAJIBAN PENGUSAHA BAGAI KARYAWATI KERJA SHIFT MALAM

	12
	KEPMENAKERTRANS 225 2003 ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA

	13
	KEPMENAKERTRANS 226 2003 TATA CARA PERIZINAN PROGRAM PEMAGANGAN DI LAUR WILAYAH INDONESIA

	14
	KEPMENAKERTRANS 227 2003 TATA CATA PENETAPAN STANDARD KOMPETENSI KERJA NASIONAL

	15
	KEPMENAKERTRANS 228 2003 TATA CARA PENGESAHAN RPTKA

	16
	KEPMENAKERTRANS 230 2003 GOLONGAN DAN JABATAN YANG DAPAT DIPUNGUT BIAYA PENEMPATAN KERJA

	17
	KEPMENAKERTRANS 231 2003 TATA CARA PENANGGUHAN UPAH MINIMUM

	
	PERMENAKERTRANS 1 2006 PELAKSANAAN PASAL 3 KEPMENAKERTRANS 231 2003

	18
	KEPMENAKERTRANS 232 2003 AKIBAT MOGOK TIDAK SAH

	19
	KEPMENAKERTRANS 233 2003 JENIS & SIFAT PEKERJAAN TERUS-MENERUS

	20
	KEPMENAKERTRANS 234 2003 WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT SEKTOR ENERGI DAN MINERAL

	21
	KEPMENAKERTRANS 235 2003 JENIS PEKERJAAN YANG MEMBAHAYAKAN KESEHATAN KESELAMATAN ATAU MORAL ANAK

	22
	KEPMENAKERTRANS 255 2003 TATA CARA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT

	23
	KEPMENAKERTRANS 261 2004 PERUSAHAAN YANG WAJIB MELAKSANAKAN PELATIHAN KERJA

	24
	KEPMENAKERTRANS  20 2004 TATA CARA IZIN TKA

	25
	PERMENAKERTRANS 9 2005 TATA CARA PENYAMPAIAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

	
	Lampiran I Permenakertrans No 9 tahun 2005

	
	Lampiran II Permenakertrans No 9 tahun 2005

	26
	PERMENAKERTRANS 17 2005 KOMPONEN DAN TAHAPAN PENCAPAIAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK

	B. KEPUTUSAN PRESIDEN PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.13/2003:
 

	1
	KEPPRES 107 2004 DEWAN PENGUPAHAN

	2
	PERMENAKERTRANS 3 2005 TATA CATA PENGUSULAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL

	3
	PERPRES 50 2005 LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL

	C. PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.13/2003:
 

	1
	PP 8 2005 TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT

	2
	KEPMENAKERTRANS 282 2004 ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

	3
	PP 23 2004 BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

	D. KEPUTUSAN MENTERI NON PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 13/2003
 

	1
	KEPMENAKERTRANS 21 2004 PENGGUNAAN TKA SEBAGAI PEMANDU NYANYI-KARAOKE

	2
	KEPMENAKERTRANS 67 2004 PROGRAM JAMSOSTEK BAGI TKA

	3
	KEPMENAKERTRANS 68 2004 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV-AID DI TEMPAT KERJA

	4
	KEPMENAKERTRANS 69 2004 PERUBAHAN LAMPIRAN KEPMENAKERTRANS 227 2003

	5
	KEPMENAKERTRANS 80 2004 PENEMPATAN TKI DALAM KENDALI ALOKASI KE SINGAPURA

	6
	KEPMENAKERTRANS 96A 2004 PEDOMAN PENYIAPAN DAN AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PRODESI

	7
	KEPMENAKERTRANS 112 2004 PERUBAHAN KEPMENAKERTRANS 226 2003

	8
	KEPMENAKERTRANS 187 2004 IURAN ANGGOTA SP

	9
	KEPPRES 25 2004 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN, PERANTARA HI DAN PENGANTAR KERJA

	10
	PERMENAKERTRANS 2 2004 PELAKSANAAN PROGRAM JAMSOSTEK BAGI TKA

	11
	PERMENAKERTRANS 7 2006 PENYEDERHANAAN PROSEDUR MEMPEROLEH IMTA

	12
	PERMENAKERTRANS 7 2007 PEDOMAN POLA KARIR DAN POLA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA

	13
	PERMENAKERTRANS 15 2005 WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT PADA SEKTOR USAHA PERTAMBANGAN UMUM DAERAH OPERASI TERTENTU

	14
	PP 22 2004 PENGELOLAAN DAN INVESTASI DANA PROGRAM JAMSOSTEK

	D. PERATURAN LAIN NON-PELAKSANAAN UU NO. 13/2003
 

	1
	PERMENAKERTRANS 14 2006 TATA CATA PELAPORAN NAKER

	2
	SE MENAKERTRANS 13 2005 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TTG UJI MATERIL UU 13 2003

	PERATURAN KETENAGAKERJAAN LAINNYA
 

	1
	KEPMENAKER 168 2000 PENCABUTAN KEPMENAKER 1897 1987

	2
	KEPMENAKERTRANS 23 2002 PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

	3
	PERMENAKER 2 1995 USIA PENSIUN

	4
	PERMENAKER 4 1994 THR PEKERJA PERUSAHAAN

	5
	PERMENAKERTRANS 2 1980 PEMERIKSAAN KESEHATAN

	6
	PP 24 2000 TARIF BEA MATERAI

	7
	SE MENAKERTRANS 907 2004 PENCEGAHAN PHK MASSAL

	8
	-SE MENAKERTRANS 383 2005 PILKADA

	9
	-SE MENAKERTRANS 643 2005 PENCEGAHAN PHK

	10
	UU 7 1981 WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN

	11
	UU 21 1999 PENGESAHAN KONVENSI ILO 111 DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN DAN JABATAN

	12
	UU 21 2003 KONVENSI ILO 81 PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

	PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 2/2004
 

	1
	UU 2 2004 PPHI

	2
	KEP DIRJEN BINHUBIN 01A 2005 PEDOMAN PENYELENGGARAAN TES TERTULIS BAGI CALON HAKIM AS-HOC PHI DAN PADA MA

	3
	KEPMENAKER 15A 1994 PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

	4
	KEPMENAKERTRANS 92 2004 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MEDIATOR SERTA TATA KERJA MEDIASI

	5
	PERMENAKERTRANS 1 2004 TATA CARA SELEKSI CALON HAKIM AD-HOC PENGADILAN HI DAN CALON HAKIM AD-HOC PADA MA

	6
	PERMENAKERTRANS 10 2005 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KONSILIATOR SERTA TATA CARA KONSILIASI

	7
	PERMENAKERTRANS 2 2005 TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUJIAN DAN SANKSI BAGI ARBITER HUBUNGAN INDUSTRIAL

	8
	PERPPU 1 2005 PENANGGUHAN BERLAKUNYA UU 2-2004 PPHI

	9
	PP 41 2004 TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD-HOC PENGADILAN HI DAN HAKIM AD-HOC PADA MA

	T K I
 

	1
	UU 39 2004 PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI

	2
	KEPMENAKERTRANS 14 2005 TIMPENCEGAHAN PEMBERANGKATAN TKI NON PROSEDURAL DAN PELAYANAN PEMULANGAN TKI

	3
	KEPMENAKERTRANS 258 2007 BIAYA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN CALON TKI NEGARA TUJUAN REPUBLIK KOREA

	4
	KEPPRES 29 1999 BADAN KOORDINASI PENEMPATAN TKI

	5
	PERMENAKERTRANS 4 2005 PENYELENGGARAAN PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN TKI

	6
	PERMENAKERTRANS 5 2005 KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA PENJATUHAN SAKSI PELAKSANAAN PENEMPATAN DA

	7
	PERMENAKERTRANS 7 2005 STANDAR PENEMPATAN PENAMPUNGAN CALON TKI

	8
	-PERMENAKERTRANS 18 2007 PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI

	9
	-PERMENAKERTRANS 23 2006 ASURANSI TKI

	10
	PP 81 2006 BNP2TKI

	SP/SB
 

	1
	UU 21 2000 SERIKAT PEKERJA -  SERIKAT BURUH

	2
	KEP DIRJEN BINHUBIN 12 2005 MEKANISME DAN WAKTU PELAKSANAAN PENDATAAN DAN VERIFIKASI KEANGGOTAAN SP-SB

	3
	KEPMENAKERTRANS 16 2001 TATA CARA PENCABUTAN SP-SB

	4
	PERMENAKERTRANS 6 2005 PEDOMAN VERIFIKASI KEANGGOTAAN SP-SB

	SERTIFIKASI
 

	1
	KEP 107-DP3TKDN-2002 JUKNIS AKREDITASI LPK KEJURUAN OTOMOTIF

	2
	KEPMENAKERTRANS 11 2005 PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KER

	3
	KEPMENAKERTRANS 135 2004 AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PARIWISATA

	4
	KEPMENAKERTRANS 219 2003 AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TEKNISI OTOMOTIF INDONESIA

	5
	KEPMENAKERTRANS 220 2003 AKREDITASI LEMBAGA SERIFIKASI PROFESI LOGAM DAN MESIN INDONESIA

	6
	KEPMENAKERTRANS 221 2003 AKREDITASI LEMBAGA SERIFIKASI PROFESI PERSEMENAN INDONESIA

	7
	KEPMENAKERTRANS 282 2004 ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

	8
	-KEPMENAKERTRANS 76 2005 AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI SECURITY INDONESIA

	9
	-KEPMENAKERTRANS 220 2003 AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI LOGAM DAN MESIN INDONESIA

	10
	PERMENAKERTRANS 17 2007 TATA CARA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA LATIHAN KERJA

	11
	PERMENAKERTRANS 21 2005 PROGRAM PEMAGANGAN

	T K A
 

	1
	KEPMENAKER 167 2000 PENCABUTAN KEPMENAKER 208 1992

	2
	KEPMENAKER 170 2000 PENCABUTAN KEPMENAKER 204A 1991

	3
	KEPMENAKER 172 2000 PENUNJUKAN PEMBERI IJIN MEPEKERJAKAN TK WNA PENDATANG UNTUKL PEKERJAAN SEMENTARA-MENDESAK

	4
	KEPMENAKER 173 2000 JANGKA WAKTU IJIN MEMPEKERJAKAN TK WNA PENDATANG

	5
	KEPMENAKERTRANS 148 2001 PENGGUNAAN DPKK TKI

	6
	-PP 32 1994 VISA, IZIN MASUK DAN IZIN KEIMIGRASIAN

	7
	PP 18 2005 PERUBAHAN PP 32 1994

	8
	-PP 38 2005 PERUBAHAN KEDUA PP 32 1994  VISA , IZIN MASUK DAN IZIN KEIMIGRASIAN

	9
	PERMENAKERTRANS 15 2006 PERUBAHAN PERMENAKERTRANS 7 2006

	JAMINAN SOSIAL
 

	1
	UU 3 1992 JAMSOSTEK

	2
	UU 40 2004 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

	3
	KEPMENAKER 150 1999 JAMSOSTEK BAGI HARIAN LEPAS, BORONGAN DAN PKWT

	4
	KEPPRES 51 1989 PERUBAHAN KEPPRES 28 1989 BESATNYA JKK & JK ASTEK

	5
	PERMENAKER 1 1998 PEMELIHARAAN KESEHATAN LEBIH BAIK DARI JAMSOSTEK

	6
	PERMENAKER 4 1993 JAMINAN KECELAKAAN KERJA

	7
	PERMENAKERTRANS 12 2007 JUKNIS PENDAFTRAN, PEMBAYARAN IURAN, SANTUNAN DAN PELAYANAN JAMSOSTEK

	8
	PERMENAKERTRANS 24 2006 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMSOSTEK BAGI NAKER DILUAR HUBUNGAN KERJA

	9
	PP 14 1993 PENYELENGGARAAN JAMSOSTEK

	10
	PP 64 2005 PERUBAHAN KE-4 PP 14-1993 PENYELENGGARAAN JAMSOSTEK

	  K   3
 

	1
	UU 1 1970 KESELAMATAN KERJA

	2
	UU 23 1992 KESEHATAN

	3
	PERMENAKER 5 1996 SMK3

	4
	KEMANAKERTRANS 432 2007 PEDOMAN MANAJEMEN K3

	5
	PERMENAKER 4 1987 PANITIA PEMBINA K3 DAN PENUNJUKAN AHLI K3

	6
	-Permen No[1].05 Tahun 1996

	7
	-Kep___205___BAPEDAL___07___1996

	8
	-Kepmen187BahanBerbahaya

	9
	-KEPMEN ESDM-NO[1].1457-TH.2000

	10
	-Kepmen LH 48 1996 Baku Tingkat Kebisingan,

	11
	-Kepmen No[1].17_2001 ttg kegiatan wajib AMDAL

	12
	-Kepmen_LH_86_2002_UKL_UPL

	13
	-Kepmen_No_2_tahun_1985_Ketentuan_Pencegahan_dan_Penanggulangan_Kebakaran[1]

	14
	-Kepmen_PU_002_1985_ttg_Ketentuan_pencegahan_penanggulangan_kebakaran_pd_bangunan_gedung1

	15
	-Kepmenaker No 51 th 1999 ttg Ambang batas faktor fisika di tempat kerja

	16
	-Kepmenkes_ttg_Air_minum_907_th_2002

	17
	-KepMenLH_45_th_2005

	18
	PERMen No 11_2006 jenis usaha perlu AMDAL

	19
	-permenaker 5-1985 pesawat angkat-angkut

	PEKERJA ANAK
 

	1
	KEPMENDAGRI 5 2001 PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK

	2
	UU 1 2000 PENGESAHAN KONVENSI ILO 182 PELANGGARAN DAN PENGHAPUSAN PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

	3
	UU 20 1999 PENGESAHAN KONVENSI ILO 138 USIA MINIMUM BOLEH KERJA

	PERPAJAKAN
 

	1
	KEPDIRJEN PAJAK 161 2001 PENDAFTARANM PENGHAPUSAN, PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PAJAK

	2
	KEPDIRJEN PAJAK 350 2001 PAJAK ATAS UANG PESANGON

	3
	KEPDIRJEN PAJAK 545 2000 JUKLAK PPH 21 26

	4
	-KEPMENKEU 112 2001 PEMOTONGAN PPH 21ATAS UANG PESANGON, TEBUSAN PENSIUN DAN JHT

	5
	PERDIRJEN PAJAK 16 2007 PEMBERIAN NPWP PRIBADI

	6
	PERMENKEU 564 2004 PENYESUAIAN BESARNYA PTKP

	7
	-PP 149 2000 PEMOTONGAN PPH 21ATAS UANG PESANGON, TEBUSAN PENSIUN DAN JHT

	8
	SE DIRJEN PAJAK 2-PJ42-2003 KEWAJIBAN CANTUMKAN NPWP DALAM SPT

	9
	SE DIRJEN PAJAK 03-PJ.05-2007PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENGHAPUSAN NPWP

	10
	SE DIRJEN PAJAK 6-9-4-1991 PERALIHAN NPWP WANITA KAWIN

	11
	SE DIRJEN PAJAK 20-PJ9-1990 PEMBERIAN NPWP WANITA KAWIN

	12
	SE DIRJEN PAJAK 104-PJ_BT_5-1984 PENYELESAIAN NPWP BAGI WAJIB PAJAK PINDAH

	13
	-UU 17 2000 PERUBAHAN KETIGA UU 1 1983 PPH

	UPAH
 

	1
	PERMENAKER 1 1999 UPAH MINIMUM

	2
	PP 8 1981 PERLINDUNGAN UPAH
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